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KOMISI PEMIUHAT{ UMUM
KABUPATET{ GROBOGAT{

XEPIITUSAIT KOMISI PETILIHAIT I'UI'M
XAAUPATEN GROBOGAIT

NOMOR, A2N W.O2.2-Kptl3315/xPU-l<ab I ttl I 2O2O

TEI|TANG

PERT'BAIIAIT XTPUTI'sAIT XPU XABI'PATEIT GROBOGAI| I{OUOR

1AN w.o2.z-Kptl33 15/xPU-t<ab I xIU 2Ol9 rEx{tAI{G PEIxruAlt
TEIINIS PEI{CALOI|AIT DAI..AT PTUIIJIIAIT BI'PATI DAI| WAISL BT'PATI

GROBOGAI| TAIII'I| 2O12O OLE;E PARTAI POLITIK ATAU GABIII{GAI{

PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2O15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Ehrpati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang;

b. Bahwa dalam ralgka untuk melaksalakan ketentuan

Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2O17 tentang Pencalonal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 terLtang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Walil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan tentang Penetapar Perubahan

Keputusan KPU Kab. Grobogan L8A/PL.O2.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/XlI/2019 tentang Pedoman

Teknis Pencalonal Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 202O Oleh Partai

Politik Atau Gabungan Partai Politik

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang

Pembentukal Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

Mengingat
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3. Undang-Undalg Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubaha Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O 14 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ke'iga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6512);
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6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentarrg

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor la2, Tambahan

Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 06 Tahun

2O08 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahw2OO8;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1911);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentan:g Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 826) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2O2O tentan:g Perubahal Ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O17

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Walil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
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Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2O 19 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahut 2O2O Nomor 201);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati darr Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O lBenta Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

ssfagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Pembahan Kedua Atas

Peratura-n Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 929lHK.03. I -Kpt/ 04 / KPU / V I 2019

tentang Kode Klasilikasi Arsip dan Pengkodean

Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia, Komisi Pemi'lihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota;
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Memerhatikal

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor 01/PP.O1.2-Kptl331S/KPU-

Kab/I)(/2Ol9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihal Umum Kabupaten Groboga-n Nomor :

12 / PP.OL.2-Kptl33 15/KPU-Kab I lX I 2OL9 tentang

Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor: 17/PL.O2.2-KpI/3315/KPU-

Ka.b/Xlll20tg tentang Penetapan Jumlah Minimal

Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai

Politik sebagai Persyaratan Pencalonal dari Partai

Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan Nomor llPL.O2.2-

BA/3315/KPU-Kab/lv/2O2O Tanggal 1 April 2O20

2O2O tenlang Penetapan Perubahan Keputusan KPU

Kabupaten Grobogan Nomor I8A/PL.O2.2-

Kpt/3315/KPU-Ka.blxlll2Ol9 tentang Pedoman

Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O Oleh Partai

Politik Atau Gabungan Partai Politik

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GROBOGAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GROBOGAN NOMOR
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KESATU

KEDUA

KETIGA

laA / PL.O2.2-Kptl33 15/KPU-Kab / xtt / 2OI9 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK.

Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 2O2O Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai

Politjk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dal Jenis Formulir Pencalonan

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 202O oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkar di Purwodadi
pada tanggal 1 April 2020
KE-TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

ftd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

-leril
vudH-eusra h S
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A.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR : 82A/ PL.o2.2-Kpt I 331 5/KPU-Kab ltv / 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR t8A/PL.0',2.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/Xrtl2OI9 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O

merulpakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati

dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O secara demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jr-rjur dan adrl.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2O2O dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2O2O, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang

memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2O2O.
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B MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam melaksanakan

tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2020

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O;

3. Agar Tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 2O2O berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses

Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O, terdiri

dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;

2. Pendaftaran Pasangan Calon;

3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon;

4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;

5. Penggantian Calon;

6. Larangan dan Sanksi;

7. Tanggapan Masyarakat;

B. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

\-

C

\-
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1 Ketentuan BAB I huruf D diubah, sehingga ketentuan BAE} I huruf D

berbunyi sebagai berikut:

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

l. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O20

yang selanjutnya disebut Prlbup Grobogan 2O2O, adalah

pelaksanaan kedaulatan ralcyat di wilayah Kabupaten

Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 2O20 secara langsung, umum, bebas rahasia, jqjur
dan adil.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya

disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Pemilu Dewan Perwakilal

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang diselenggarakan pada

Tahun 2019.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selarjutnya

disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Pemilihan

Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenqgaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang

selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembega

penyelenggara pemilihzrn umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan

wewenang menyelenggara}an Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undangPemilihan.
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5 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, yang

selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembege

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimalsud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan

wewenzrng menyelenggaralan Pilbup Grobogan 2O2O,

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat

PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten

Grobogan untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2O2O di

tingkat kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS,

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan

untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2O2O di tingkat

desa/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yarrg selanjutnya disebut

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang beffugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yEulg

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undalg Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

wilayah provinsi sebagaim4l4 dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan

Umum yang diberikal tugas dan wewenang dalam

6
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\-

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Grobogan, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pilbup Grobogan Tahun 2O2O

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk
oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

L2. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat
PPL adaiah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan cli

desa/kelurahan.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kcpentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 20lg

\-.
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yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ()robogan Tahun

2020.

15. Pimpinan Partai Politik ringkat pusat adalah Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Partai Politik ringkat pusat atarr

dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang

bersangkutan.

16. Pimpinan Partai Politik ringkat Provinsi atau Kabupaten

adalah Ketua dan sekretaris Partai politik atau para Ketua

dan para sekretaris Gabungan Partai Politik ringkat provinsi

atau Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai politik yang

bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan

Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon yang

didaftarkan ke KPU Kabupaten Grobogan.

18. Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Grobogan

selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga

Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai politik

atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan kepada KpU

Kabupaten Grobogan untuk mengikuti Pilbup ()robogan 2O2O.

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang

selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal pasangan

Caion yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai

Peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang

menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati
atau Wakil Bupati Grobogan dalam Pilbup Grobogan 2O2O.

21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
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administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

hukum dan hak asasi manusia.

23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat

pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.

ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup

Grobogan 2O2O harus berpedoman pada asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan berpegang pada prinsip:

1. mandiri;

2. jujur;
3. adil;

4. kepastian hukum;
5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;
1 1. efisiensi;

12. efektivitas; dan

i3. aksesibilitas.

Ketentuan BAB I huruf F diubah, sehingga ketentuan BAB I huruf F
berbunyi sebagai berikut:

v
L

v
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PEStrRTA PILBUP GROBOGAN

1. Peserta Pilbup Grobogan 2O2O adalah :

a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau
Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peserta Pilbup Clrobogan 2O2O;

dan/atau
b. Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta

Pilbup Grobogan 2O2O.

2. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan mempunyai hak, kesempatan, dan
menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

3. setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupari
dan Wakil Bupati Grobogan secara demokratis dan terbuka
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PtrNCALONAN

3. Ketentuan BAB II huruf A diubah, sehingga ketentuan BAB II huruf A

berbunyi sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, dengan memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat

F

U
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atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang

terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika

Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana

kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian

suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

dalam hukum positif hanya karena pelakunya

mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan

rezim yang sedang berkuasa;

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam

penjara meliputi:

1. Terpidana karena kealPaan; atau

2. Terpidana karena alasan Politik;

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada

publik;

h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka

mengemukakan kePada Publik;

i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan

Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan httkum
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tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi

yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan
penyelenggara negara;

n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara;

o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

p. memiliki Nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan
pajak pribadi;

q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau wakil
Bupati, atau wali Kota atau wakil wali Kota serama 2

(dua) kali masa jabatarr dalam jabatan yang sama untuk
Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan
ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang
sama, ,yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima)

tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat
selama 2 % (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada

angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati/Wali
Kota dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil
Bupati/Wakil Wali Kota;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut_turur dalam jabatan
yang sama;
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b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak
berturut-turut; atau

c) telzrh 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di

daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4) penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 yz

(dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati

dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka I )

sampai dengan angka 4), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kora

dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung

melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama

Kabupaten/ I(ota.

belum pernah menjabat sebagai :

1) Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati

di daerah yang sama;

2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil

Bupati di daerah yang sama; atau

3) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang

sama;

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon

bagi Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali

Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil

Bupati di I(abupaten Grobogan dari kabupaten/kota

lain;

r
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t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar
tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati
atau Wakil Bupati Grobogan yang mencalonkan diri
dalam Pilbup Grobogan 2O2O;

u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat

Bupati atau Penjabat Wali Kota;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

Anggota Dewan Perrvakilan Rakyat, Dewan perwakilan

Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak

ditetapkan sebagai calon;

w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

Anggota Tentara Nasionerl Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa

atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan
sebagai calon;

x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik
kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

y. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/Klp Aceh,

KPU/KIP Kabupatenf Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi,

Bawaslu Kabupaten/KoLa sebelum pembentukan ppK

dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak
menghalangi penyandang disabilitas;

Syarat tidak pernah sebagai terpidarrar sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf f dikecualikan bagi Mantan
Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima)

tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada4
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angka t huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan
pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah
calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau
nasional yang terverifikasi pada Dewan pers yang berisi:
a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam

penjara atau Mantan Terpidana;

b. jenis tindak pidananya; dan

c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4

dilakukan dengan ketentuan :

a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak

masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa

perbaikan;

b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima)

milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan

1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di
halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;

c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4

huruf a paling kurang memuat:

1) nama lengkap;

2) tempat tanggal lahir;

3) jenis kelamin;

4l alamat;

5) pendidikan; dan

6) pekerjaan.

d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksucl pada angka 4

huruf b dan huruf c paling kurang memuat:

1) jenis tindak pidana;

2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap;

3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai

menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

\-
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permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat
keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa

terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi

terpidana sebagaimana dimaksud pada angka

t huruf g;

4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai

menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau

cuti menjelang bebas dari kepala lembaga

pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas; dan

5) nomor dan tanggal surat keterangan yang

menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

dari Kepolisian.

Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana

penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak

tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai

menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran

sebagai bakal calon.

Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela

sebagaimana dimaksud pada angka t hurul I dikecualikan

bagi:

a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;

b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya

sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani

proses rehabilitasi; atau

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban

yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan

diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah

dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

6
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Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka

t huruf e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a;

Ketentuan BAB II huruf B diubah, sehingga ketentuan BAB II huruf B
berbunyi sebagai berikut:

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan persyaratan

pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan sebelum

pengumuman pendaftareln Pasangan Calon.

2. Pers.yaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20%

(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten

Grobogan atau 25oh (dua puluh lima persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan

memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya

berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD

Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

4. KPU Kabupaten Grobogan menghitung syarat pencalonan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus :

a. Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten

Grobogan Tahun 2019 atau 50 kursi x 201100 = 10 Kursi;

dan

b. Syarat pencalonan = jumlah suara sah hasil Pemilihan

Umum Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2019

8
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atau 819. 1 13 (Delapan Rarus sembilan Belas Ribu

Seratus Tiga Belas) x 2SltOO = 204.779 (Dua Ratus

Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh puluh Sembilan)

5. Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang persyaratan

Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan partai politik,

didasarkan pada Keplrtusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor

77 IPL.O 1.8-Kpt/3315/KPU-Kab/V 12019 tentang penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara peserta pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2Ol9 dan Keputusan KpU Kabupaten

Grobogan Nomor 80/PL.01.9-Kpt/33 t5/KpU-Kab/Viltl 20t9
tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik peserta

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 20lg.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Crobogan tentang

Persyaratan Pencalonan untuk partai politik atau Gabungan

Partai Politik, disampaikan kepada pimpinan DpRD

Kabupaten Grobogan, Pimpinan partai politik Tingkat
Kabupaten Grobogan dan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai politik hanya dapat
mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

8. Partai Politik dapat bersepakat dengan partai politik lain

untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai politik melakukan
kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk
didaftarkan mengikuti Pilbup Grobogan 2O2O.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang terah

mendaftarkan Bakal Pasangan calon kepada KpU Kabupaten

Grobogan, tidak dapat menarik dukungannya sejak

pendaftaran.
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1 1. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal

Pasangan Calon yang tclah didarftarkan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tctap mendukung

Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat

mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon

pengganti.

12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten

Grobogan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada angka 72, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal

Calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya

dinyatakan gugur.

BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

5. Ketentuan BAB III huruf A diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf A

berbunyi sebagai berikut:

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten Grobogan menerima dari KPU/KPU Provinsi

Jawer Tengah salinan keputusan terakhir Menteri tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan

keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat

Pusat/Partai Politik tingkat Provinsi tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten

Grobogan tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan
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sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal pasangan

Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau

berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat
kematian, atau surat keterangan yanf{ menunjukkan

pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau

b. Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat
pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat
Kabupaten Grobogan oleh Pengurus Partai Politik tingkat
Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan

tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten

Grobogan, tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

dan tingkat Kabupaten Grobogan, menjadi pedoman bagi KPU

Kabupaten Grobogan dalam penerimaan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon.

5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang

kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses

penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten

Grobogan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon

berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik.

6. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Grobogan

sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan

.Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dar-r Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota.
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7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon

dicantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang Syarat

Minimal Jumlah Kursi atau Akumulasi Suara Sah Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pemenuhan

Syarat Pencalonan yang diusulkan dari Pairtai Politik ataut

Gabungan Partai Politik dalam Pilbup Grobogan 2O2O;

b. Waktu penyerahan dokumen;

c. Tempat penyerahan.

8. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon selama 3 (tiga) hari,

dengan jadwal sebagai berikut:

a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan

pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

waktu di KPU Kabupaten Grobogan;

b. Hari terakhir penyerahan dokumen dukungan

dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan

pukul 24.OO WIB waktu di KPU Kabupaten Grobogan.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten

Grobogan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU

Kabupaten Grobogan selama masa pendaftaran.

10. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan,

pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat

dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tingkat Pusat.

11. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:

a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan

suara sah sesuai ketentuan pada BAB II huruf B angka 2

(dua) dan 3 (tiga);
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b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal

Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik;

c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat

persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat

pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik

tingkat Kabupaten Grobogan sesuai dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang

bersangkutan.

12. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh

Partai Politik tingkat pusat pendaftaran harus menyertakan

keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten

dalam pendaftaran Pasangan Calon.

13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud pada angka 12 berhalangan, surat pencalonan dan

kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 11 hurul b dan huruf c

ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat

yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme

pengambilan keputusan sesuai clengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

L4. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan,

surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh

pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh

mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Partai Politik yang bersangkutan.

15. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

27



l

v

16. Dalam hal pengurus Partai Politik atau ():rbungan Partai

Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan

Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Calon tidak dapat

melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan

surat keterangan dari instansi yang berwenang.

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, yang secara kumulatif
tidak memenuhi persyaratan pencalonan, I(PU Kabupaten

Grobogan menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut,

menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan

dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Grobogan bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atar-t

Gabungan Partai Politik;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit

perolehan jumlah kursi atau jumlah sllara sah sesuai

ketentuan pada BAB II huruf B angka 2 (c1ua) dan 3 (tiga1;

c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :

1) Keabsahan terhadap dokumen surat pencalonan dan

kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam angka 11 huruf b;

2) Keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik

tingkat Kabupaten Grobogan sebagaimana dimriksud

dalam angka 11 huruf d;
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3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan

kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten

Grobogan.

19. Berdasarkan hasil verilikasi persyaratan pencalonan dan

syarat calon, KPU Kabupaten Grobogan mencatat penerimaan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model

TT. 1-KWK yang berisi :

a. Nama Partai Politik atau Gribungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat Provinsi;

c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon

yang diusulkan oleh penguruls Partai Politik tingkat

Kabupaten Grobogan, yang ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan

Partai Politik tingkat Pusat;

d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan pcrsyaratan calon;

e. Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon, alamat

dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atar-r

masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang

bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

f. .Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon.

20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan

Kecamatan;
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21. Memberikan formulir Model T"1.1-KWK kepada Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal

Pasangan Calon;

22. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani dan bebas pen_valahgunaan Narkotika di

rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Grobogan

kepada Bakal Pasangan Calon.

23. Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan

berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik;

24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan

Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan

Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Grobogan

menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi

bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal menjadi

dan mencatatnya dalam Berita Acara.

25. KPU Kabupaten Grobogan mencoret 1 (satu) ertau lebih Partai

Politik sebagaimana dimaksud pada angka 24 dalam

dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas

pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul dan

disal<sikan Bawaslu Kabupaten Grobogan dan dituangkan

dalam Berita Acara.

26. KPU Kabupaten Grobogan menerima pendaftaran Bakal

Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih

memenuhi syarat pendaltaran calon dan menuangkan dalam

Berita Acara.

6. Ketentuan BAB III huruf B diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf B

berbunyi sebagai berikut:

B. DOKUMEN PtrRSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan

terdiri atas:

a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani
oleh Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan partai

Politik yang bergabung serta Bakal pasangan Calon,

sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan :

1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati;

2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;

3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan partai

Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk
mengikuti proses Pilbup Grobogan 2O2O; dan

4) naskah visi, misi dan program pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK parpol

beserta lampirannya.

b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

menggunakan Formulir Model BB. 1 -KWK;

c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari
pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai

Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

KabupatenlKota;

d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud dalam I3AB il huruf A

angka I huruf f dilengkapi dengan surat keterangan
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tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka t huruf g wajib

menyerahkan:

1) Surat dari pimpinan redaksi media massa harian

lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan

mencalonkan diri dan/atau nasional _yang

terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan

bahwa Bakal Calon secara jujur atau terbuka

mengemukakan kepada publik sebagai terpidana

yang tidak menjalani piclana dalam penjara dan

jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;

2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap; dan

3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan

bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap;

4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal

calon yang bersangkutan bukan sebagai pelakr-r

kejahatan yang berulang-ulang dari:

a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak

sesuai dengan domisili; atau
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c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di

daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak

sesuai dengan domisili;

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana

sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka I

(satu) huruf h, wajib menyerahkan :

1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian

lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan

mencalonkan diri dan/atau nasional yang

terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan

bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka

mengemukakan kepada publik sebagai Mantan

Terpidana dan jenis tindak pidanan.va dengan

disertai buktinya;

2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap;

3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana

penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;

4\ surat keterangan telah selesai menjalani

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cu[i

menjelang bebas dari kepala lembaga

pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas; dan

5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal

calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku

kejahatan yang berulang dari :

a) Kepolisian Resor;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
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mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak

sesuai dengan domisili; atau

c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di

daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak

sesuai dengan domisili;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Caion;

h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan

Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan

tercela, yang dikeluarkan oleh :

1) Kepolisian Resor

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati -vang

mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai

dengan domisili; atau

3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah

lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai

dengan domisili.

i. bagi bakal calon dengan status pemakai narkotika atau

mantan pemakai narkotika wajib men-y'erahkan sural

keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksucl

dalam huruf h dengan dilengkapi:

1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai

yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana

dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf a

2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor

yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan

telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses
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rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka 7 huruf b; atau

3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan

dari institusi pcnerima wajib lapor yang menyatakar-r

bakal calon telah selesai merrjalani proses

rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka 7 huruf c;

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang

memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara

negara;

Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan

hutang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya rreliputi tempat tinggal Calon;

Surat keterangan ticlak sedang dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau

pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal calon;

Foto copi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon, tanda terima penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi a[as nama bakal calon, untuk masa 5

(lima) tahun terakhir atati sejak Calor-r menjadi wajib

pajak, dan tanda bukti tiderk mempunyai tunggakan

pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon

yang bersarngkutiln terdaftar;

i(eputusan pemberirentian sebagai Penjabat Gubernur,

Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota bagi calon yang

k

t.

m

l.I
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berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati

atau Penjabat Wali Kota;

o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani

oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para

Pimpinan Gabungan Partai Politik, menggunakan

Formulir Model BB.2-KWK;

p. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

q. Foto copi ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat,

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP.IP)

Daerah Kabupaten Grobogan yang ditandatangani

Pasangan Calon;

s. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau

kecamatan; dan

t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat)

centimenter x 6 (enam) centimenter berwarna sebanyak 4

(empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat)

lembar, serta foto Calon ukuran lO,2 (sepuluh koma

dua) cen[imenter x 15,2 (lima be]as koma dua)

centimenter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar

beserta softcopg;

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan

Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai

Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai

Politik yang sah.

2
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3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi

a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang

berstatus, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil

Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain;

b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Keparla Desa atau

sebutan lainnya;

c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. Sttrat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai

Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat

Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota;

e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan

berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf d; dan

f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau

pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada hurtrf

a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh

pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU

Kabupaten Grobogan paling lambat 5 (lima) hari sejak

ditetapkan sebagai calon.

Pasangan calon menyampaikan saiinan Formulir Model BB.1-

KWK yang telah diisi dan ditandatangani kepada :

a. Bawaslu Kabupaten Grobogan;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pas:rngan Calon dari

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
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a. Keputusan Pimpinan Partai politik tingkat pusat tentang
persetujuan Bakal pasangan Calon menggunakan
Formulir Model 8.1-KWK parpol;

b. Dokumen administrasi pc'rsyaratan calon sebagaimanzr

dimaksud dalam angka 1 .

6. surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf e dan huruf f
disampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan pada saat

penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.

7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada

angka t huruf i meliputi:

a. pusat kesehatan masyarakat;

b. rumah sakit; dan/aLau

c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi
sosial,

yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

narkotika.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai politik mendaftarkan Tim

Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada

Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang pedoman

Teknis Pelaksanaan I(ampanye Pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Grobogan Tahr.rn 2020.

10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital
nama Pasangan calon dan Partai politik atau Gabungan
Partai Politik.

I 1. surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal calon,
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan
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b. 1 (satu) rangkap salinan

BAB IV
PENELITIAN DOKUMtrN PERSYARATAN CALON

7. Ketentuan BAB IV huruf A diubah, sehingga ketentuan BAB IV huruf A
berbunyi sebagai berikut:

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :

a. KPU Kabupaten Grobogan menerima Keputusan KPU

tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani,

dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar
kemampuan secara jasmani dan rohani.

b. KPU Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan pengurus

Ikatan Dokter Indonesia (lDI), Himpunzrn Psikologi

Indonesia (Himpsi) dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

tingkat Kabupaten/Provinsi, untuk membentuk tim
pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:

1) dokter;
2) ahli psikologi; dan

3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.
Yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (lDi) dan

FIimpr-rnan Psikologi Indonesia (Himpsi)

c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:

1) ketua yang dipilih dari anggota tim; dan

2) anggota.

d. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan:

1) standar pemeriksaan kesehatan jasm:rni, rohani, dan

bebas penyalahgunaan narkotika kepada tinr

pemeriksa kesehatan; dan

2\ standar kemampuan secara jasmani dan rohani
kepada Pimpinan Partai politik atau Pimpinan

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal

Pasangan Calon.
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e. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan Rumah Sakit

Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat

di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan

Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.

f. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan nama rumah

sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai

Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan

bebas penyalahgunaan narkotika.

g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk

menetapkan kesimpulan yang menyatakan :

1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan

rohani; dan

2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan

hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil

pemeriksaan kesehatan Calon kepada I(PU Kabupaten

Grobogan, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan

calon.

i. Kesimpulan dan seluruh hasil pcmeriksaan kesehatan

bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan

pembanding.

KPU Kabupaten Grobogan melakukan penelitian persyaratan

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-

KWK dan lampirannya.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

meiiputi peneirtian terhadap:

a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan

Partai Politik yang bergabung;

b. tanda tangan Pasangan Calon;
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c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam

Keputusan ini.

5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib

menyertakan:

a. Foto copi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan

tinggi yang bersangkutan;

b. Iegalisasi yang dilakr-rkan oleh Pimpinan perguruan tinggi

negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi

negeri atau swasta tempat berkal calon berkuliah telah

berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh I(oordinator Perguruan

Tinggi Swasta/l(oordinator Perguruan Tinggi Swasta

Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada,

apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon

berkuliah tidak beroperasi lagi.

6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekoiah lain, Foto copi ljazahlSurat Tanda Tamat

Belajar (ST'IB) Bakal Calon yang bersangkutan harus

dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan tlrusan penclidikan atau pendidikan

agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti

tjazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah

bersangkutan.

B. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi
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lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan

penggantr rjazaln yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan

kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau

pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud

pernah berdiri.

9. Pengesahan Foto copi llazahlSurat Tanda Tamat Belajar

(STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh

kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang

menyelenggarakan urusan pendidikan.

10. Pengesahan Foto copi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar

(STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan

sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang

bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan

urLrsan pendidikan.

11. Pengesahan Foto copi ljazalnlSurat Tanda Tamat Belajar

(S'l"lB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri

dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang

menyelenggarakan urusan pendidikan.

12. Apabilar dalam proses penelitian persyaril,tan administrasi

ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan

catatan kepolisian, KPU Kabupaten Grobogan melakukan

klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk

memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum

tetap, KPU Kabupaten Grobogan melakukan klarifikasi ke

Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi

bahwa yang bersangku[an :

a. pernah dipidana penjara, atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari

masvarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten
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Grobogan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang

berwenang.

15. KPU Kabupaten Grobogan dan instansi terkait menuangkan

hasil klarilikasi dalam berita acara.

L6. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan hasil verifikasi,

kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai politik atau

Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan

mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

17. Dalam hal berdasarkan hasil verillkasi, dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan

belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau
tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan partai

Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil verillkasi oleh KPU Kabupaten

Grobogan.

i8. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal

calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atar_r

bebas penyalahgunaan narkotika.

19. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon

dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan

rohani dan/atau bebas penyalahpJunaan narkotika Calon atau

Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan

Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.

20. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon,

dilakukan pada masa perbaikan.
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8. Ketentuan BAB IV huruf B diubah, sehingga ketentuan BAB IV huruf B
berbunyi sebagai berikut:

B. PERBAIKAN PtrRSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan
perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan
kepada KPU Kabupaten Grobogan pada masa perbaikan
paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi
diterima.

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana

dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan hanya terhadap
dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi

syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi
administrasi.

3. Bakal Pasangan calon dapat melakukan perbaikan program

Pasangan calon selama masa perbaikan persyaratan syarat
calon.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapar

memindahkan dukungannya kepada Bakal pasangan calon
lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan

pencalonan dan/atau syarat Calon.

5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal
Pasangan calon, KPU Kabupaten Grobogan melakukan
prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A

angka 18.

6. KPU Kabupaten Grobogan menuangkan hasil penerimaan

perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen
perbaikan formulir Model TT. 2-KWK.
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9. Ketentuan BAB IV huruf C diubah, sehingga ketentuan BAB IV huruf c
berbunyi sebagai berikut:

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi terhadap

perbaikan persyaratan calon paling lama T (tujuh) hari

setelah menerima perbaikan.

2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan
terhadap berkas persyaratan Cnlon yang telah dinyatakan

lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Grobogan atau laporan

tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas

kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai

penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Grobogan atau laporan

tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2,

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Grobogan dengan

melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atar,r

kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan

dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan

lampirannya.

5. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan kepada

masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan

kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Pasangan Calon

dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat,

dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumer-r

administrasi persyaratan Bakal Pasangan Calon sampai batas
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akhir masa perbaikan, Bakal pasangan calon dinyatakan
tidak memenuhi syarat,

7. Dalam hal Partai politik atau Gabungan partai politik yang
Bakal calon dan Bakal pasangan caronnya berharangan
tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, partai

Politik atau Gabungan partai politik yang bersangkutan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8. Dalam hal Partai politik atau Gabungan partai politik
menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KpU
Kabupaten Grobogan melakukan klarifikasi kepada
kepengurusan Partai politik setingkat di atasnl,a atau _yang

berwenang mengesahkan kepengurusan parteri politik cli

tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar
(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.

9. KPU Kabupaten Grobogan meneliti keabsahan dokumen
kepengurusan berdasarkan hasil krarifikasi sebagaimana

dimaksud pada angka 8.

10 Ketentuan BAB v diubah, sehir-rgga ketentuan BAB v berbunyi sebagai
berikut:

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

KPU I(abupaten Grobogan menetapkan hasii verifikasi persyaratan
pencalonan, persyaratan Bakal calon, penetapan pasangan calon
peserta Pilbup Grobogan 2o2o pada rapat pleno dan menuangkan
hasil verifikasi dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
Berdasarkan Berita Acara penetapan pasangan calon, Kpu
Kabupaten Grobogan menetapkan pasangan calon peserta pilbup

Grobogan 2o2o dengan Keputusan KpU Kabupaten Grobogan.

1
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3

4

KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan hasil penetapan

Pasangan Calon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O dalam rapat pleno

terbuka di kantor KPU Kabupaten Grobogan.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dervan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri

Sipil kepada KPU Kabupaten Grobogan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota,

Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari dacrah lain wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang bern,enang tentang

pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil

Wali Kota kepada KPU Kabupaten Grobogan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat

Bupati, atau Penjabat Wali Kota wajib menyampaikan surat

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Kabupaten Grobogan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

menvampaikan keputusan pcjabat -vang berwenang tentang

pemberhr:nt.ian dari Badan Usaha Milik Negara ateru Badan Usahzr

Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Grobogan paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

J
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8. calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana

dimaksucl pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7
(tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri
sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnyir

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

10. KPU Kabupaten Grobogan melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pilbup

Grobogan 2O2O dalam rapat pleno terbuka.

11. Rapat pleno KPU Kabupaten Grobogan tentang pengundian nomor

urut Pasangan Calon, dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Pasangan Calon;

c. Tim Kampanye;

d. Bawaslu Kabupaten Grobogan;

e. media massa; dan

f. tokoh masyarakat.

12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor

urut Pasangan Calon.

13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat

pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan

penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon

dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

L4. Petugas perwakilan dari Tim l(ampanye wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

15. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan hasil pengundian

nomor urut Pasangan Calon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan

surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang
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tercantum dalam KTP Elektronik Pasangan Calon yang

bersangkutan.

17. KPU Kabupaten Grobogan men)rusLln nomor urut dan nama

Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.

18. Penyusunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Beritzr

Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon diteterpkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.

20. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan nama dan nomor urut

Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup

Grobogan 2O2O paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor

urut Pasangan Calon.

27. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Peserta Pilbup

Grobogan 2O2O bersifat final dan mengikat.

22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pilbup

Grobogan 2O2O yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan

untuk:

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan

pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi

Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua)

hari sebelum hari pemllngutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU

Kabupaten Grobogan.

24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan

laporan harta keka5,s2n pribadi/pejabtrt negara, Pasangan Calon

dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabttpaten Grobogan

untuk mengumumkan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari
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Pasangan calon setelah penetapan pasangan calon peserta pilbup

Grobogan 2O2O.

26. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon
dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Grobogan.

27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasnngan

Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan

Calon pengganti.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri
dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Grobogan 2020, dan

diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada

masyarakat.

29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup

Grobogan 2O2O tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain

yang telah ditetapkan.

11. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga ketentuan BAB VI berbunyi

sebagai berikut:

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarert kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. clijatuhi pidana berdasarkan Plrtr-rsan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

I
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2 Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan

surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas

secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari

rumah sakit pemerintah.

Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksucl angka t huruf a, dapat dilakukan pada tahap verifikasi

persyaratan calon sampai dengan sebelum peneLapan Pasangan

Calon.

Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b dan huruf c, dapat

dilakukan pada tahap sebagai berikut :

a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan

Pasangan Calon; atau

b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap

Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan, berhalangan tetap atau ctijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Letap.

Penggantian Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi

pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau

b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.

Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik,

penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksucl pada angka 7,

harus mendapat persetujuan Pimpinan Partr,ri Politik atau

3
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Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam

Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7,

tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan sebagaimana angka 1 (satu) huruf a dilakukan

pada masa perbaikan.

12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkckuatan hukum

tetap, dilakukan dengan ketentuan sebageri berikut :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan

calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau

Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak

pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti

sebagaimana dimaksr-rd pada huruf a.

c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti,

dukungan Partai Politik atau Gubungan Partai Politik tetap

dinyatakan sah.

d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti

sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari

Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau
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Pasangan Calon tidak dapat mengusulkarn Calon atau

Pasangan Calon lain.

e. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan

tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29

(dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat

mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari

Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan

Calon.

f. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan

tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putrrsan Peng:rdilan

yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud

huruf d, KPU Kabupaten Grobogan wajib mengumumkan

kepada masyarakat.

g. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka

12 huruf e, KPU Kabupaten Grobogan melanjutkan Pilbup

Grobogan 2O2O dengan salah satu calon dari Pasangan Calon

yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta

Pilbup Grobogan 2O2O.

13. KPU Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau

Pasangan Calon penggarrti karena syarat kesehatan dan

menetapkan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon

pengganti.

14. KPU Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau

Pasangan Calon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
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berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak

diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon

pengganti.

15. KPU Kabupaten Grobogan menyampaikan hasil verifikasi secara

tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Pimpinan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau

Pasangan Calon penggantr paling lambat 1 (satu) hari sejak

dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

16. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud

pada angka 15 Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan

tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti.

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau

Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syara[,

tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon

lain.

18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap calon

atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi

syarat, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2

(dua) pasangan, KPU Kabupaten Grobogan membuka kembali

pendaftaran Pasangan Calon.

19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

12. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga ketentuan BAB VII berbunyi

sebagai berikut:

BAB VII

LARANGAN DAN SANI(SI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima

imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup

Grobogan 2O2O.

1
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3

4

6

7

5

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun

dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima

imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukr:m tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti

menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada

periode berikutnya di Kabupaten Grobogan.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menyatakain seseorang atau lembaga terbukti

memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan

Pasangan Calon Peserta Pilbup Grobogan 2020, aLau Pasangan

Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti

menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimztksucl

dellam undang-undang tentang Pemilihan.

Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir

masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari

menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

baik dari daerah sendiri maupun dari daerah lain dalam

waktu 6 (enam) bulan sebelum Langgal penetapan Pasilngan

Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilil-r.

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pilbup Grobogan 2O2O oleh KPU Kabupaten Grobogan, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya

8
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untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sebelum hari pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

atau lebih berdasarkan putusan pengadilan -\'ang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

pemungutan suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atar: memberikan

imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media

cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu

Kabupaten Grobogan;

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan

akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon ,Yang

berstatus sebagai Petzrhana;

f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatar-l

Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Grobogan 2O2O

sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan

Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih

bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai

Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang

berstatus sebagai Petahana.

Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O, tidak

mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta yang lain.

13. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga ketentuan BAB Vlll berbunyi

sebagai berikut:

9
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BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan kepada masyarakat

mengenai:

a. daftar Bakal Pasangan Calon;

b. dokumenpendaftaran;

c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan

d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana

dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.

Pengumuman sebagaimana pada angka t huruf a, huruf b, dan

huruf d dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan

masyarakat.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan

batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian

perbaikan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

melalui laman KPU Kabupaten Grobogan, media cetak, dan/atau

media elektronik.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang

jelas dan Foto copi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 3

14. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga ketentuan BAB IX berbunyi

sebagai berikut:

1

2

3

4

J

57



BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan 2O2O merupakan

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Grobogan sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan 2O2O

diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten

Grobogan.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu

Kabupaten Grobogan dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara.

Tata cara penyeiesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

15. Ketentuan BAB X diubah, sehingga ketentuan BAB X berbunyi sebagai

berikut:

BAB X

I(trTENTUAN LAIN-I-AIN

Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar

sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen

persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan Foto copi tjazah

yang telah dilegalisir.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung

menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU

Kabupaten Grobogan meminta pendapat, penjelasan atau

keputusan kepada Menteri.

1

2

3

4

1

2

3

58



4 Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menjadi Pasangan calon, wajib mengundurkan diri
yang dibuktikan dengan surat pernyalaan bersedia

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

yang disampaikan pada saat pendaftaran.

Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib

mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan

bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan

Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib men-vampaikan kepada

KPU Kabupaten Grobogan paling lambat 5 (iima) hari sejak

ditetapkan sebagai calon, yang terdiri atas :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang

berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan

surat pengunduran diri; dan

c. surat keterangan bahrva pengunduran diri sedang dalam

proses oleh pejabat yang berwenang.

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik wEib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lzrmbat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungntan suara.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang

ketidakbenaran ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon

atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang

pendidikan setelah dilakukern penetapan Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Grobogan meneruskan kepada pihak yang berwenang

untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap.

Daiam hal putr"rsan pengadilan menyatakan rjazah/Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah,

5

6

7

8

9
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penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud

dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka

12.

10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanv:t

terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima
pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Bakal

Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan
perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar mencapai paling kurang 2Ook (dua

puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling

kurang 25o/n (dua puluh lima persen), maka komposisi Partzri

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung

Pasangan Calon yang telah diterima penclaftarannya, tidak

dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20%

(dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai

paling kurang 25oh (dua puluh lima persen), maka Pasangan

Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar

kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan

partai politik yang berbeda.

11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya mnsa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannvz-r

dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik

yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi

Pasangan Calon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat

dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan

faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
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12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan

kembali pendaftaran.

13. KPU Kabupaten Grobogan melanjutkan penyelenggaraan Pilbup

Grobogan 2O2O dengan 1 (satu) Pasangan Calon apabila terdapat

keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari I (satu) Pasangan Calon yang mendaftar,

dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan

setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya

masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat

Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang

mendaftar berdasarkan hasil verifikasi/penelitian

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan

hanya terdapat i (satu) Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat

dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang

berhalangan tetap yang mengakibatkan han,va terdapat I

(satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang

berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat I

(satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan

sebagai Peserta Pilbup Grobogan 2O2O yang mengakibatkan

hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

L4. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2O2O dengan 1 (satu)

Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan

61



\-

\-,

Umum yang mengatur tentang pemilihan dengan i (satu)

Pasangan Calon.

15. Dalam hal terdapat calon Bupati, wakil Bupati, yang berstatus
sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik
dan Mantan Terpidana, Kpu Kabupaten Grobogan wajib
mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial

KPU Kabupaten Grobogan

16. KPU Kabupaten Grobogan memberikan pelayanan dalam proses

pencalonan kepada Pasangan calon, Tim Kampanye atau Tim

Penghubung Pasangan Calon

17. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 16 terdiri atas

konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon;

c. melalui surat elektronik; dan/atau
d. media komunikasi lainnya.

18. KPU Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi kepada

Pasangan Calon mengenai:

a. pendaftaran;

b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan pasangan calon
dari Partai Politik;

c. persyaratan calon; dan
d. tata cara penggunaan Sistem Informasi pencalonan.

19. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka l8 huruf a, huruf
b, dan huruf c dilakukan paling lambat sebelum tahap
pendaftaran Pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan wakil
Bupati.

20. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

2L. KPU Kabupaten Grobogan memberikan akses kepada Bawaslu
Kabupaten Grobogan untuk memfoto kopi dokumen persyaratan
pencalonan dan syarat calon yang diserahkan pas:lngan calon.
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22. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikecualikan
untuk:
a. Transkrip nilai bakal yang telah dilegalisasi oleh instansi

berwenang;

b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.

23. KPU Kabupaten Grobogan memberikan akses Sistem Informasi

Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.

24. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada

angka 23 berupa:

a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XI

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman

dalam Pencalonan Pilbup Grobogan 2O2O.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal I April 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATtrN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

ll ,r
+O""^l
vubr-rfvrsxaln s
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A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK

2. MODEL BB.2-KWK

3. MODEL BB.3 KWK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR : B2A/ PL.O2.2-Kptl 33 I s/ KPU-Kab/tv I 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR :

rBA/ PL.o2.2-Kpt I 331 5/KPU-Kab / xII I 2Oi 9 TtrNTANG
PtrDOMAN TtrKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2O2O

DAF-TAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020

FORMULIR PENCALONAN

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

w

',

SURAT PERNYATAAN BERHENTI
.]ABATAN PADA BADAN USAHA
NEGARA (BUMN)/ BADAN USAHA
DAERAH (BUMD)

DARI
MILIK
MILIK

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN

PARPOL BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAI.{UN 2O2O

64



C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA
1. MODEL TT.i-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2O2O

2. MODEL B.I.I(WK
PARPOL

LAMPIRAN MODEL
TT.1- KWK

3. MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWK

5. MODtrL BA.HP-KWK

LAMPIRAN MODEL
BA.HP-KWK

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN
PUSAT PARTAI POLITI K TENTANG
PERStrTUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMI'IRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PtrMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020

TI\NDA TtrRIN4A DOKUN,ltrN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPA'|I DAN WAI(IL
BUPATI DALAM PEMILIFIAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPA'II DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2O2O

BtrRITA ACARA HASIL PENELI'| IAN

PI]RSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMF]N
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PI]RSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAI(IL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PtrRSYARATAN PENCALONAN DAN
PtrRSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN

2

4

6

65



7. MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK

BUPATI DAN WAI(IL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2O2O

8. LAMPIRAN MODEL LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
BA.HP PERBAIKAN-KWK PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PIlRBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020

Ditetapkan di Pr-rnvodadi
pada tanggal 1 April 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Tr.d

AGUNG SUTOPO

aslinya
UMUM

7
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WAKIL BUPATI *)SURAT PERNYATAAN BAKAL BUPATI/

l

MODEL BB.I.KWK

Yang berranda tangan di bawah ini:

a. Nama

b. NIK

c. Jenis l{elamin

d. Pekerjaan

e. Tempat dan tanggal
Tahun

Iahir/'rmur
f. Alamat temPat tinggal

"":"""""i""
{
t..

A. UMUM ;

1. Bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; i

2, Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negfara, Undang-Undang Dasar

Negara RepuL,lik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan

lTAgttstutsTirhunlg45ctanNegaraKesatuan,$epubliklndonesia;

3. Ticak pernah sebagai terpidana berdabarkan putusan pengadilan yang telah

rnemperoleh l.:ekuatan hr-tkum tetap karena m'Alakukan tindak pidana yang

cliancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahunlatau lebih;

4. Belr:m pernair menjabat sebagai GubernurlWakil Gubernur/Bupati/Wakit

Br-rpati/wali I.i.ota/wakil wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam

jaratan}/allgsalnasesuaiketenluanPasal4ayat(1)hurufoPeraturanKPU

tll .,fl

rl

!

\,

U

te:r:altg Petrclrloltan dalarn Pemilihan;

i

t
I

I

, Ii
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t.



5. Belum :ernah menjabat sebagai: '

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur'

::

:it

,. l,t, I

ril i
:t.',ii.

0alon BuPati, Calon Wak8il

Bupari calcn Wali Kota atau calon wakil wali Kota di daerah yang

SAT:A; I

b. viakil Gubernur bagi calor: Bupa:i, caron wakil Bupati, calon wali Kota,

atau Calor. Wakil Wali Kota di daerah yang Sama; atau

c 
::r:':::J;:;'j:#-i 

calon: wakil Bupati atau calon wakil wari

TidakakanmengundurkandiisebagaiCalonGubernur/Wakil
Guberr-ur/Bu;:ati/Wakil Bupafi/Wali 

' Kota/Wakit Wali

Kota*). sejak pendaftaran sebagai calon;

B. K}TUSUS

6

Pernyataan
ada kolom ini
Beri centang

Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena

kealpaan.

Terpidana yang tiCak menjalani pidana di dalam penjara karena

a-aasan politik
:I

Ir,lantan Terpidana yang diancam dengan

dari 5 (lima) tahun. ll
pidana Penjara lnrrang

da:ra tananMuata bukannarkoba.rbandaan Tean1< Man[]u rp1
anak.ksual te rhadaptana eah4id anil1 ke.jrp

Terpiiana
rputusan

ara 5penjden pidana,ncdia gandana obyantanN tan Terpi 5waktu (lima)antia gkam jlahteu bihe dlewan tautahma) alania1 pidanaseles menjarM tanhan etSat llh telahyanggadilanpen
Srda arkanbearraF:€nJ muh tetapkt-tlce tand kualrlen1 nypu

tiukan sebagai Pelaku
l.leterangan: khusus

kejhhatan Yang berulang-ulang'
Uathf calon bJrstatus sebagai terpidana

ar:au mantan terPidana' ii

(i

t-:

akilGubernur /W,tanrienberh1adIlerse KotaWali *)akilKota /wakitiru BuLl rn iwbe pa akiln Gubernurcalo iwkanmencalorIIt k ali Kotaaki w *)wKota/akiwBu rirernub pa
alon.CPasanganitedaklainrah ejdae

\-

l.

,. ),
,l<
,',.,

', .,1

,- .l

i i'
ii

ll

t, ;t--
t
r i:,1

\ : 
" 

('i,ii. .l

lt'rr)

dari



kampanye bagr Gt.lbernur, Wr

masaselamanegaragan
wakilbernGu ur Bupati,

Bersedra untuk cuti di ltrar

Bupati, Wali Kota atau
diri di daerah yang sama.

kota *) yang mencalonkan

rr,engundurtan "diri sebagai

PRD.| sejak ditetapkan sebagai PasanganPR/

AnggotaB rs=diae
Calon.D PD DD

Bersedia mengun.curkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional

lrrdonesia sejak diteiapkan sebagai Pasangan Calon'
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Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Wali Kot"*1 pada saat pendaftaran dan

bersedia rnengundurkan fliri sebagai Pegawai Negeri sipil sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon'

.1

.'
t,:

'1,

l
. tl

i
i

,.1
,tl

riii
i.

''il I

i, iii.,

lii7l I I
'', t I

. i,tr
J,i

lr,))'
i

it



'i,,::

.1

1,1jl : i

,;,,ir'i
r, ir, rll

. 't:.t,i , :,

DAI'TAR RTWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WANIL

BUPATI GROBOGAN TAIIUN 2O2O

Pas Foto
Berwarna

Bakal Calon
4x6

v

U

1. Nama Lengkap

2. Nomor lncuk Kecendudukan

3. Tempat/tanggal lahir/umu:
4. Jenis Kelamin

5. Agama

6. Alamat Tempat f inggal

(Sesuai KTP)

7. Status Perkawinan

B. Pendidika.r-i Terakhir

9. Pekerjaan

10. NPWP

11. Rirvayat Pendidi,<an 
**)

RT/sebutan lain

RV//sebutan lain

Kelurahan/Desa*)

Ke:amatanlDistrik

Kabupaten lKota
Provi:rsi

: Karvin/pernah ka

'r..rrrrrr

lyin/belum kawin *)

Namd. Istri/Suami *)

b Jumlili:anak

ir

t'
1
t',

$

'il,"il
'r.:i'.

.i

MODEL BB.2.KWK

Tahun
Keluar

Tahun
Masuk

Nama Institusi
)

No

I

.Jenjan11 Pendidikan

li2

dst

I

ii

t

,l

I

,t I

,l



No Nanra
I Kursusf DL<lat

Ler.rbaga
Penyeleng.gara

No.,,l
Sertifikat

Tahun
Masuk

Tahun
Keluar

1 ,.i

2 I

dst

12. I..rrsusi D:klat yirng Pernah diill'ti :

13. Riwalzat crganiseisi=*'f

14. Riwa;lat Pe}<erjaan 
**')

15. Tanda Per-ghargaan

No Nama Penghargaan baga beri
Pe

Tahun

I
a

dst

i
I

\- 16. \lotivas- Pencaionan

17. Targe:/Sasaran

(b :ri s i hal- hal yan g'melatarbelakan gi calon un:uk
rnengajukan diri sdbagai bakal calon)

,l
tberisi contoh hal-h'q[ yang akan {it-<erja!a1 ketika
;Jil;' *."j"'ar Gudefnur- dan .w-1kil Gubernur/
ii",."ti-J."-iwatil ,i fi,upati/wali Kota dan Wakil
ivJixr,"t 

i ,l
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,11
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iill ri, J

i,r I

i

l-l,r Nama Organisasi Jabatan Tahun
masuk

Tahun
Keluar

1

dst

No Jabatan Tahun
Masuk

Tahun
KeIuar

1

dst

I

I

I,
,:

.I

I

Nama
Perusahaan.ltS4!Cg3-
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Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnyi sebagai bukti pemenuhan

persS,aratan bakal calon Gubernr.u dan ;$'akil Gubernur/Bupati dan wakil
brp.tiT Wuti l(ora d;n Wakil S'ali KDta*) sesu.ai ketentuan perundang-undangan

yang berlaxu untuk dapat digunakan sebagaimana rmestinya. Selanjutnya, saya

meriyatakan berseclia 
-daftai 

riwayat hid:rp saya di publikasikan kepada

masy'ara.kat.

Materai

Yang menYatakan

v

\-

DPw/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungandpw/dpd/dpcPartaiFolitikatausebutanlain*l
Provinsi/ Kabupaten / Kota*)' 

Vang lr'lengajukan Pasangan Calon *)

Ketua

Ketua

Ketua

Partai

Pzirtai ...

Partai

Sekretaris

MATERAI
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Sekretaris

Sekretaris

MATERAI

(.

cap

Parpol
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Farpol MATERAI
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Keterangan :

*.r*)

****)

, r :i
i.i

, iri
-,lj
',,1,,
.i :

t:
t\,

.1

nama, alamat
1.

2.

J.

4.

*) Coret yant; tidak Perlu.
\lemuat lrenjelasan tentang
--ahun keittlusan.
)Iemuat 1-renjelasan
::renjadi atrggota.
\{emuat Penj=1asan
<esatuan dalam TNI

sekolah/perguruan tinggi dan

organiiasi, alamat, dan lama waktu

jabatan/nama instansi/lembaga/nama
:

tentang nama

secara lengkaP
/Polri.
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menya:akan dengan sebenarn:/a bahwa saya

SURAT PERNYATAAN
MILIK NEGARA (BUMN)/

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jer,is kelamin

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat temPat tinggal

"") pilih salah satu

tetei[ berhenti dari jabatan pada
I

akah menyamPaikan KePutusan

pejabat yang berwenang Paling

dengan sebenarnYa untuk

BERHENTI PADA BADAN USAHA
DAERAH (BUMD)*)

t:
I

i

.i
,l

,t
!i

il
I

-.. ..1.......,

,1
. . . , u.. .... . .

I
''''1'"""'

I

i'i

I tahun

\-,
)

I

i

BUMN,/BUMD**) ......strta,)
Pembe:hentian yang akan ditandatangdni

lambat 30 (tiga puluh) hari sebe-um hari pemungutan suara.

i,., .r ii

Demikian sut'at pernyataan ini saYa buafr,

digunakan sebagaimana mestinYa 
;:i

l t :',i

,l
ir

ir
1l

Keterangan: ;i.) W^jilr ciiisi oleh calon yang berherti sebagai 
PeJabat

paling lar:rbat 5 (lima) hari sejak per-etapan pashngan
baa"

calon.

,y

BUMN/BUMD dan diserahkan

MODEL BB.3 . KWK

TE3.{I
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Yang bertanca tangan di bawah ini : 
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SURAT PENCALONAN DAN XPSPPET<EIEX

BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CNOS-OCAN TAHUN 2O2O DTNGAN

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PAR,TAI POLITIK*)

ketentuan Undang-Undang da Peraturan Komisi Pemilihan

ini kami o#an i Pii-,pinan ' Daerah/Dewan Pimpinan

eimpinan Cabang, I "iau ,sebutan lain*) Partai

.., i Catungan Partai Politik*) yang meliputi :

Berdasarkan
Umum, bersama
Wilayah/Dewan

2

dengan Perolehan krirsi/suara

dengan Perolehan lcursi/suara

1. Partai
K.rrsii suara ");

2. Partai
Kursii suara. *);

3. Pe.rtai
Kursir'suara *);

Dengarr Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Baktrl Calor-r Gu1>ernur/Bupati/Wali Kota*)
""'i""""

Bakai Calon Wakil C,rU"tt'"/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :

sah

sah

dengan perolehan kursi/suara sah *)

\,

1. Sepakat mendaltarkan Bakal Pasan-gan. Calon Gubernur dan Wakil

Guberrrttr/Bupari dan Wakil Bupati/frat. K$a dan Wakil Wali Kota*)

"""""'::""'hii"i den$ah nama Daerah Pemilihan)

Tahun : 'l ljl
2. T.dak a}':an rnenarik Bakal Pashngan- Cai$" -gyP:.T11t" *tt Wakit

Gubernur/Bupati dan wakil eupatrrvlti rota,laan wakil wali Kota*) yang

tclah lidaftarkar:; i -' . :i:i
3. S:pakat mr:ngikr:t: nrosel fe.r.nilihan,cuberrrriir'dan 

wakil Gubernur/Bupati

dan v'Iakil Bupati/wali Kot;l' .. 9".nii wakil wali Kota*)

";'l toiitiab'i'g"" nama Daerah Pemitihan)

MODEL B-KU'K
PARPOL

pengajuan Bakal Calon
Wakil

Il;
I

it,t.
I
I,I,t:
li.
I

Surat pencalona"n ini sebagai bukti
Guber:rur lan \ilakii Gubernu:,i Bupati Kota dan wakil Wali
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PIMPIN
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r i.i
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'ii 1ti

.;iiii.

. i:;l
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AN PUSATKEPUTUSAN DEWAI.[.
PARTAI .......I.

keputusan ir-i dibuat

TE:TTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

i

Daiam penyelelggaraan pemiti:lanl Grb.tt.r. dan Wakil Gubernur/Bupati
dan VJat:it i3ufiiti/Wati Kotai dan Wakil Wali Kota*)

"""i"""" dan

berdasarkan usulan Dewan Pinpinan ting[at Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai

:: :' *"Ri:?,';., T*l:?,ijt., t:il:: ,*""1 " ??ffi
Gubernur dan Wakil Gubernu:TBr.rpati aan Wat<il Bupati/Wali Kota dan Wakil

\. Wali Kota*):

-. Narr.a Calon Gubernttr/Bupati/Waii Kota*) :

2. Nama Calcn Wal<jl Gubern'rr/Bupa::/lVali Kota*) :

Sebagai rla-cn Grtbernu: darr Wak!; qY
eupaii/Calon Wali Kota dan Wakil Y/ali Fi'ota*)

bernur/Calon BuPati dan Wakil

dingan sebenarnYa untuk .#$XIrTDemil<ian
sebagairr-ana

, !,ilt,,
ii ti.

PUSIATt'

ll

,.
!,

i
1

\-

20.....

Sekretarls Jenderal

atau sebutan laln*)

Partai.

Ketua Umum atau

Sebutan Iain*)

'ril'

!Iaterai

Keterangan :

-) Pilih saiah satu , tl:

itlli

' .t"i.
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I ri'l
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MODEL B.1.KWK
PARPOL
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Kota *), Can dilampiri dokurnen lainnya
undangan.

Den::kian Surat ini dibuat Jengan se

mestinYa.

Gabungan dPw/dPd/dPc
Provinsi/ KabuPaten i Kota *J

Yang lvlergajukan

Partai

Ketua

Pzrrtai

K:tlta

Prrrtai

Ketua

Bakal Calon BuPati

peraturan Perundang-

digunakan sebagaimana

.20...,.

.ir

DPW/ DPD/DPC Partai atau sebutan lain *)/

Politik atau sebutan lain *.

Calon *)

\-

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

Bakal Calon Wakit BuPati

I
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MODEL TT.I.KWX

\-

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BU'PATT DAN WAISL

BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN Wiq'KIL BUPATI GROBOGAT{

TAHUN 2O2O

Bahrva pada hari .. ..... tanggal . bulan

Tahun dua ribu telah dit-drima dolnrmen persyaratan

pencalonan d.an pcrs.raratar: Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas

nama.:

1. Nama Bakal Calon BuPati :

2. Nama Bakal Calon Wakil BuPati

yang berisi jenis cokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan

diperil.:sa dar ak.lrr dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran

Pasangan caion Brrpati dan wakil Bupati sebagaimana terlampir'

20

Yaing Mert./erahkan, Yang Menerima,

l.lama Lengkapr da:r Tanda Tangan }lama Lengkap dan Tanda Tangan

it

i
I

CAP

.1........!..,
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MODEL TT.2.KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAII{AN
WAKIL BUPATI DALAM PEIIIILIHAN

GROBOGAN TAHUN 2O2O

Bahwa pada hari .

ribu
ta.nggal

telah diterima

i'..bulan Tahun dua
d.okumen perbaikan persyaratan

ti dan Wakil Bupati Grobogan, atas

v

pencalonan dan pcrsyaratan Caion Bupa
nama

1. Nam.a Bakal Ca],tn Bupat:

2. Nama Bakal Cal,:n Wakii BuPati

Yang L,erisi jeris dokumen dalam bentuk hardfile dan sofifile yang akan

diperik,sa dan al:an dicatat dalam Lampirah Tanda Terima Dol,mmen

Perbzlikan Pasangan Calon Bupati can Wakil Buprati sebagaimana terlampir.
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Yang Merryerahkan, Yang Mene rima,
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Nama Lengkalr dan Tar-da Tangan Nama Lengkap dan Tanda ?angan

CAP
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CALON BUPATI DAN
DAN WAKIL BUPATI
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MODEL BA.HP
PERBAII(AN.KWK

BERITA ACARA

HASIL PE N ELITIAN PERB AII(AN PERSYARATAN ADMINISTRASI D OKUMEJ{

PERSYARATANPENCALoNANDAITPERSYARATANcALoN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

Pada hari ini """' tanggal " """ bulan

Tahu.n du.a ribr-r ....'. bertempat di "'
Kpu l(abr-rpaten Grobogan telah melaksanakan peneiitian perbaikan

pers.,,aratanaidmirristrasiterhadapkelengkapandankeabsahandokumen
pers:,,aratan penc€rlonan can p.rsyaratan calon Bupati dan wakil Bupati

GroLrogln erlas nalna

l. Ceilo:r Br-rPati

2. Calon Wzrkil Bupatt

Flasilpene'litianperbaikanpe:syaratanadministrasiterhadap
kele;igi<apar-rclatrl<eabsahandokumenpersyaratanpencalonandan
persS.aritlan calon tersebut,lituangkan dalam t'abel sebagaimana terlampir'

Demikian B':rita Acara dibuat 2 (dua) r1lgl'(ap' *1"t1-111"t"* rangkap

dita:rclatangar-riolehl(etuacanAnggotaKPUKabupatenGrobogan.
I

Bcrita Ac:tra ciist-t-sun masir:g-masing :

l. I (srittt) rztngkall disampaikan kepada Pasangan Calon;

2. 1 (sartr-l) rzrngkall r'rntuk arsip'

KPU I(ABUPATEN GROBOGAN

NO JABATAN TANDA TAI{GAN

Ketua
1

Anggota

Anggota

Anggota
4

J

NAMA

2.

Ar.ggota
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